
• PE1\1ERINTAH KABUPATEN KAPUAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS 
NOMOR • 17TAHUN 2000 

TENTANG 

KEWENANGAN KABUPATEN KAPUAS 

DENG AN RAH MAT TU HAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KAPUAS 

Men imbang • a. bahwa berdasarkan Pas al 7 Undang-Undang Nomor 22 Tah un 1999 
tentang Pemerintahan Daerah, Kewenangan Daerah Kabupaten 
mencakup kewenangan seluruh bidang Pemerintahan, kecuali dalam 
bidang Politik Luar Negeri, Pertahanan Keamanan, Peradilan, Moneter 
dan Fiskal, Agama serta kewenangan bidang lainnya: 

b. bahwa untuk memberikan kepastian mengenai jenis kewenangan yang 
dimiliki dan dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten Kapuas dipandang perlu 
menetapkannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas 

Mengingat • 1. Undang-Undang Nomor 27 Tah un 1959 tentang Pembentukan Daer ah 
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820): 

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3839): 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848): 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3952): 



Dengan Persetujuan 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABLPATEN KAPUAS 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan • PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TENT ANG KEWENANGAN 
KABUPATEN KAPUAS. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan • 

a. Daerah adalah Kabupaten Kapuas. 
b. Pemerintah Daerah adaiah Pemerintah Kabupaten Kapuas 
c. Kewenangan Pemerintah adalah Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah 

untuk menentukan dan atau mengambil kebijakan dalam rangka 
penyelenggaraan Pemerintahan. 

BABU 
KEWENANGAN KABUPATEN 

Pasal2 

(1) Kewenangan Kabupaten Meliputi semua kewenangan penyelenggaraan 
Pemerintahan kecuali kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Propinsi sebagai daerah otonom sebagaimana dimaksud Peraturan 
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan 
Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom. 

(2) Kewenangan Kabupaten Sebagaimana dimaksud ayat (1) dikelompokan 
dalam bidang sebagai berikut 

1. Bi dang Pertanian. 

a. Sub Sel4or Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura • 
1) Peren can aan pemban gun an pertan ian tan a man pan gan dan 

holtikultura. 
2) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan 

pert an i an tan a man pangan dan h oltiku ltura. 
3) Pengkajian dan evaluasi dampak pelaksanaan kebijakan dan 

program pembangunan pertanian tanaman pangan dan 
h oltikultu ra. 

4) Bimbingan teknis pengembangan lahan, konservasi tanah dan 
air dan rehabi litasi lahan kritis di kawasan pertan ian 

5) Penetapan pemanfaatan lahan dan perluasan area! pertanian 
sesu ai tata ru ang dan tat a gun a I ah an. 



6) Pernetaan potensi dan pemanfaatan pengelolaan surnber daya 
lah an dan air. 

7). Bimbingan teknis dan pemanfaatan irigasi pedesaan untuk budi 
daya pertanian 

8) Pembangunan dan pemeliharaan Jaringan Tata Air Mikro 
(TAM) dan Surj an 

9) Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian, eradikasi, 
analisis dampak kerugian Organisme Pengganggu Tumbuhan 
(OPT) dan bimbingan kepada masyarakat tani. 

10) Penetapan iarangan keluar/masuk media pembawa OPT dari 
satu Daerah ke Daerah lain dalam Kabupaten 

11) Pen gen dali an/pen an ggu Ian gan h ama dan penyakit dibi dang 
pertanian 

12) Bimbingan analisis dan penanggulangan residu bahan kimia 
terhadap komoditi hasil pertanian 

13) Bi mbi ngan, pen gawasan dan pen an ggu langan dampak 
peredaran, penggunaan dan pemusnahan pestisida 

14) Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi 
pembenihan/pembibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu 
dan metode u ntuk pet an i pen an gkar ben ih/bibit. 

15) Pen gawasan peredaran mutu ben ih/bibit dan bimbin gan 
produksi ben i h/bi bit oleh pen angkar atau pen gusah a 
pembenihan 

16) Penilaian/pemilihan, penetapan, penentuan pohon induk dan 
pengusulan pelepasan varietas tanaman pangan dan 
h ortikultura 

17) Pengelolaan bi bit un ggu I pert an ian 
18) Pelaksanaan pembibitan / pembenihan pertanian berdasarkan 

standar yang telah ditetapkan 
19) Penguj ian, demontrasi dan kaji terap a lat mes in pertani an 
20) Bimbingan pemanfaatan dan pemeliharaan alat dan mesin 

pertanian 
21) Penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan alat mesin 

pertanian 
22) Rekayasa dan rancang bangun prototipe alat mesin pertanian 

sesuai dengan kondisi dan keperiuan Daerah. 
23) Penyebaran prototipe alat dan mesin pertanian yang telah 

direkomendasikan kepada petani. 
24) Pengawasan mutu, bimbingan bengkel alat dan mesin 

pertanian 
25) Bimbingan dan pengawasan penggunaan sarana produksi 

di tin gkat petani 
26) Pemantauan dan pengawasan pengadaan dan peredaran 

saprodi 
27) Pemberian izin, pengawasan dan pengendaiian usaha 

penggi lin gan padi, produ sen/penyai ur ben ih/bi bit pertan ian 
berlabel dan bu di day a tan aman 

28) Bimbingan peningkatan mutu unit pengolahan, penyimpanan 
h asil pertani an 



29) Bimbingan kelembagaan pertanian dan manajemen usahatani. 
30) Penumbuhan, pengembangan kelembagaan petani. 
31) Pelayan an informasi dan penyui uh an pert an ian 
32) Pembuatan, penyediaan, penyaluran informasi penyuluhan 

pertanian 
33) Pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan, petani, 

penyu lu h, peneliti dan pen gusah a 
34) Pengembangan pola kemrtraan agribisnis 
35) Pengembangan teknologi pertanian. 
36) Bi mbi ngan pemantauan dan pengawasan, pen era pan tekn ologi 

pertanian spesifi k lokasi. 
3 7) Pengumpu Ian, pen golah an, anali sis data dan informasi 

pengembangan sistem pertanian tanaman pangan dan 
h oltiku ltura. 

38) Peramalan dan perh itun gan produksi h asil pert an i an tan am an 
pan gan dan hortiku ltu ra. 

39) Pengembangan intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan 
rehabilitasi. 

40) Peningkatan produksi dan usaha pertanian melalui intensifikasi 
komoditas prioritas yang berwawasan agribisnis 

41) Pengembangan komoditas pertanian unggulan Daerah untuk 
mem perkuat ketahan an pan gan. 

42) Sosialisasi teknis pertanian bagi petugas dan petani. 

b. Sub Sektor Peternakan • 
1) Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pen gen dali an dan bimbi ngan 

pen an ggul an gan penyakit h ewan serta eradikasi. 
2) Penutupan dan pembukaan kembali wilayah wabah. 
3) Penetapan, pemantauan dan pengawasan karantina. 
4) Pembangunan dan pengelolaan labotarorium tipe B dan C. 
5) Penyebaran dan pengembangan serta redistribusi ternak. 
6) Bimbingan dan pemantauan pelaksanaan pemberantasan 

penyakit hewan (penyul uh an) 
7) Pengawasan/pemeriksaan laiu lintas ternak bi bit dari/ke wilayah 

daerahnya. 
8) Pemberian izin produksi benih/bibit. 
9) Pengendalian mutu pakan konsentrat dan bah an baku pakan 

dalam pemakaian. 
10) Pengadaan, perbanyakan dan penyaiuran benih hijauan pakan 

tin gkat ben ih dasar dan ben ih pokok 
11) Pengawasan dan pengujian mutu pakan hijauan 
12) Pengendalian dan pengujian pakan dan bahan pakan dalam peredaran 
13) Sertifikat mutu pakan 
14) Pengadaan dan penyaluran sediaan biologik farrrsasefik dan 

premika 
15) Pembangunan, pemantauan, pengeioiaan dan perawatan pasar hewan. 



16) Pemaantuan dan pengawasan penerapan standar-standar teknis 
Rumah Sakit Hewan Pelayanan Petemakan Terpadu, Pos 
Kesehatan Hewan dan RPH. 

17) Pembangunan pengeiolaan dan perawatan rumah sakit hewan, 
satuan pelayanan peternakan terpadu, Pos Kesehatan Hewan 
dan RPH. 

18). Sertifikat Obat Hewan. 
19) Pemberian izin usaha obat hewan. 
20) Pemberian izin usaha peternakan 
21) Pemberian izin usaha dan pengawasan RPH/RPU. 
22) Pengawasan dan pengujian mutu produk bahan asal hewan hasil 

bahan asal hewan. 
23) Pengawasan kesehatan masyarakat Veteriner. 
24) Pemberian surat keterangan asal/kesehatan bahan asal hewan 

dan hasil bahan asal hewan. 
25) Pengawasan/pemeriksaan lalu lintas ternak potong, bah an asai 

hewan dan hasil asal hewan dari atau ke wilayah daerahnya 26) 
Perencanaan Pembangunan sub Sektor Petemakan. 

27) Pengawasan dan pengendalian kandang ternak 

Bidang Pendidikan dan Kebudayaan: 

a Penetapan rencana kebutuhan dan pemerataan Guru bidang 
pendidikan dasar dan menengah, tenaga kependidikan dan 
kebudayaan 

b. Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan termasuk fasilitas 
sarana dan prasaran a. 

c. Pen distri bu sian pengadaan bu ku pelajaran 
d. Pengembangan Seni dan Budaya Daerah. 
e. Rekomendasi pembukaan dan penutupan Perguruan Tinggi 
f. Pengembangan Kurikulum muatan lokal untuk pendidikan dasar, 

menengah dan Luar Sekolah. 
g Seleksi pengangkatan, penetapan, pembinaan dan mutasi, peningkatan 

kesejahteraan Tenaga Kependidikan dan Tata Usaha 
h. Penyelenggaraan Sekolah/Pendidikan TK, SD, SL TP dan SL TA, Museum 

Negeri Kabupaten, Suaka Peninggalan Sejarah dan Kepurbakaiaan, Balai Kajian 
Sejarah dan Nilai Tradisional dan Balai Bahasa. 

i Pengawasan Pendidikan TK, SD/SDLB, SLTP dan SLTA. 
j Penyelenggaraan dan pengawasan sarana pendidikan 
k. Penyusu nan dan pen eta pan ten aga fun gsional 

Bidang Kesehatan • 
a Penyel en ggaraan pelayanan kesehatan dasar dan ru ju kan 
b. Penyeienggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular. 
c. Penyelenggaraan dan pengawasan kesehatan lingkungan 
d. Penyelenggaraan kesehatan keluarga 
e. Penyelenggaraan perbaikan gizi 
L Penyelenggaraan promosi kesehatan 



g Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan kesehatan 
secara pra upaya (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 
Masyarakat/ JPKM). 

h. Penyusunan, perencanaan dan penetapan pembiayaan kesehatan. 
i. Penyusunan, perencanaan, pengadaan, penempatan dan mutasi 

ten aga keseh atan. 
j Penyu sn an penetapan akreditasi tenaga fu ngsi on al keseh atan. 
k. Pemberian izin dan pengawasan praktek tenaga profesi dan saran a 

kesehatan. 
I. Penyusunan, perencanaan, pengadaan obat-obatan dan alat 

kesehatan. 
m. Penyelenggaraan dan pengawasan saran a penunjang medik 
n. Penyelenggaraan, pengawasan dan karantina kesehatan pelabuhan 
o. Pen empatan ten aga keseh atan strategis, pemin dahan ten aga 

kesehatan tertentu antar Kecamatan serta penyelenggaraan pendidikan 
ten aga dan pel atih an kesehatan. 

4. Bidang Perhubungan 

a. Sub Sektor Perhubungan Darat 

1) Pen eta pan I okasi dan pengeioiaan parki r kendaraan bermotor dan 
tidak bermotor. 

2) Penetapan lokasi Terminal, kecuali penunjukan lokasi terminal 
yang fu ngsi nya m el ayan an i an gkutan antar kota, an tar Pro pi nsi, 
pengeioiaan, pemeliharaan fisik dan ketertiban terminal. 

3) Pen etapan I okasi dan pengei oi aan tempat-tempat penyeberan gan 
orang 

4) Pengaturan tentang pembatasan mengangkut orang dengan 
ken daraan tidak bermotor. 

5) Penetapan lokasi, pengelolaan, pemeliharaan dan ketertiban 
tempat pemberhentian (Haite) untuk kendaraan umum dalam 
wilayah Kabupaten 

6) Pemberian izin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor. 
7) Pemberian izin Usaha Bengkel Umum untuk kendaraan 

bermotor. 
8) Penentuan ketentuan-ketentuan tambahan mengenai susunan 

aiat-aiat tambahan pada mobil Bus dan mobil Penumpang yang 
dipergunakan sebagai kendaraan umum jika dipandan g periu 
untuk kelancaran pengangkutan orang secara tertib dan teratur. 

9) Pemberian izin operasi angkutan jaian untuk jaringan trayek atau 
lintas seluruhnya berada dalam Daerah Kabupaten 

10). Penetapan larangan penggunaan jalan-jalan tertentu di Daer ah 
Kabupaten demi kelan car an an gkutan dan arus lalu Ii ntas. 

11). Penetapan Jal an tertentu di Daer ah Kabupaten yang melarang 
pengemudi kendaraan, memberikan tanda-tanda suara ditempat
tempat dan waktu tertentu. 

12) Pengaturan sirkulasi I alu I intas. 
13) Penetapan kecepatan maksimum pada ruas jalan tertentu. 



14).Pengadaan, penempatan, pemasangan dan pemeiiharaan rambu-rambu 
lalu lintas serta tanda-tan da di Jal an Kabu paten 

15) Pelaksan aan kegiatan dalam h al re kayasa lal u Ii ntas serta manajemen 
lalu lintas dan manajemen angkutan 

16) Penetapan larangan penggun aan j al an • 
a) Bagi macam-macam kendaraan tidak bermotor yang 

berh ubu ngan dengan mu atan su mbu nya 
b) Bagi kendaraan bermotor yang muatan sumbunya melebihi 

bat as maksimu m yang ditentukan u ntuk jalan itu 
17) Penetapan mu atan su mbu kurang dari yang ditetapkan untuk 

jalan Kabupaten oleh karena pemeliharaan dan keadaan bagi 
18) jalan Kabupaten yang rusak untuk waktu paling lama 6 (enam) 

bulan. 
Penetapan peraturan umum mengenai Kendaraan tidak Bermotor. 

19) Bimbingan dan penyuluhan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan. 

20) Penyusunan dan penetapan jaringan transportasi jalan dalam 
Kabupaten 

21) Perizinan, pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan dan 
tertib j alan Kabu paten 

22) Penetapan standar batas maksimum muatan dan berat kendaran 
pengangkutan barang dan tertib pemanfaatan jalan Kabupaten 

b. Sub Sektor Perhubungan Laut : 

1) Kelaikan kapal dan sertifikasi. 
2) Pengusutan dan pemeriksaan kecelakaan kapal dan awak kapal 

serta terjadinya pembuangan limbah oleh kapal 
3) Pengawasan umum keselamatan pelayaran 
4) Pengamanan dan penertiban daerah peiabuhan 
5) Penetapan kebijaksanaan tatanan dan perizinan peiabuhan 

Kabupaten 
6) Pengelolaan peabuhan yang dibangun atas prakarsa Kabupaten 

dan atau pelabuhan yang diserahkan Pemerintah kepada 
Kabupaten 

7) Penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan 
alat 
pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu) !aut dalam 
wilayah 4 (empat) mil 

8) Patroli perairan dan ban tu an SAR. 
9) Pengawasan dan Pengamanan sarana bantu Navigasi peiayaran 

dan telekomunikasi peiayaran di pelabuhan 

c. Sub Sektor Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau • 
1) Pemilikan dan pemeliharaan bangunan dan pengelolaan terminal 

dan dermaga sungai dan danau 
2) Pemalih araan alu r sun gai. 
3) Pemberian Surat Registrasi Kapal Pedalaman (Daftar Ulang) 
4) Pengaturan, penertiban, pengawasan dan pengamanan lalu lintas 

dan angkutan sungai dan dan Danau 
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5) Pemberian izin trayek Kapal Pedalaman antar Kabupaten 
dalam Propin si dan an tar Kabu paten antar Prop in si 

6) Pelaksanaan survey dan penetapan lokasi pemasangan rambu-
rambu sungai, danau dan penyeberangan 

7) Penetapan alur penyeberangan dalan Kabupaten 
8) Pemberian SuratTanda Kecakapan (STK) 
9) Pemberian lzin Usaha Kapal Pedalaman. 

10) lzin Angkutan Barang Kapal Pedalaman. 
11) Penyel en ggaraan pel abu han/dermaga su ngai dan danau. 
12) Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan 
13) Pen gad a an, pemasan gan dan pemel ih araan ram bu sun gai 
14) Penyelen ggaraan operasi kapal kerj a su ngai dan dan au . 
15) Pen etapan tarif jasa pelabu h an su ngai, danau dan 

penyeberangan 
16) Pen eta pan lokasi pelabu han su ngai dan dan au. 
17) Pemberian izin log pond 

5. Bidang Pekerjaan Umum • 

a Penetapan standar pelayanan minimal dalam bidang Pekerjaan Umum 
yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten 

b. Penetapan standar pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung 
negara 

c. Penetapan standar kualifikasi tenaga ahli (Profesional) dan tenaga 
terampil bidang kontruksi. 

d. Penetapan rencana umumjangka panjangjaian primer Kabupaten 
e. Pen eta pan kriteria status dan fu ngsi j alan Kabu paten 
f. Pen gaturan dan penetapan fun gsi j arin gan j al an primer nasi on al. 
g Penetapan rencana pengembangan sumber daya air permukaan 
h. Penetapan Standar pembangunan pemeliharaan jalan Kabupaten. 
i Pen eta pan perencan aan, pengu mpu Ian data, peneiiti an bid an g 

pengairan 
j Pengeiolaan Surat izin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK) 
k. Perencanaan Desain dan Gambar, Jalan, Jembatan, Gedung dan 

Bangunan Sipil lainnya 
I. Pengendalian/pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan 

fisik, saran a dan prasaran a 
m. Aksestensi dokumentasi teknis. 
n. Tata cara pemeliharaan prasarana, koordinasi fongsional lnstansi 

terkait, pen gelolaan a lat be rat. 
o. Pengujian baharc bangunan 
p kebersishan dan Pertamanan. 
q Pembangunan dan pengembangan sarana/prasarana jalan Kabupaten 
r. Perwujudan Jaringan Jalan. 
s. Pengawasan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana. 
t Pel aksan aan eksploitasi dan pemelih araan jarin gan i rigasi. 
u. Pel aksan aan pembangun an dan perbaikan jarin gan i rigasi. 
v. Pengembangan Daerah Rawa 
w. Penetapan pemberian sanksi terhadap perusahaan jasa konstruksi 



8, BidangLingkungan Hidup: 

a. Menetapkan rencana pemanfaatan Sumber Daya Wilayah Darat 
b. Menetapkan rencana pernanfaatan Sumber Daya Wiiayah Laut 
c. Menetapkan rencana pengelolaan lingkungan hidup di kawasan 

Perkotaaan. 
d. Menetapkan pengelolaan iingkungan hidup pedesaan 
e. Menetapkan rencana periindungan Sosial termasuk hukum adat 
f. Pelaksanaan kegiatan operasional di Bidang Pemanfaatan Sumber 

DayaWiiayah Darat 
g. Pelaksanaan kegiatan operasiona! di Bidang Pemanfaatan Sumber 

DayaWiiayah Laut 
h. Pelaksanaan kegiatan operasional di Bidang Pemanfaatan Lingkungan 

Perkotaan. 
1 Pelaksanaan kegiatan operasional di Bidang Pemantaatan Lingkungan 

Pedesaan. 
J. Pelaksanaan kegiatan operasional di Bidang Pengembangan 

Lingkungan 
k. Pencegahan Penanggulangan dan Pemuiihan Kerusakan Lingkungan 

Akibat Kebakaran Hutan. 
L Pencegahan Penanggulangan dan Pemuiihan Kerusakan Lingkungan 

akibat kerusakan lahan. 
m. Pencegahan Penanggulangan dan Pemuiihan Kerusakan Lingkungan 

pada kawasan hutan lindung 
n. Pencegahan Penanggulangan dan Pemuiihan Kuaiiias Lingkungan 

akibat suatu usa ha/keg iatan yang menimbulkan pancemaran udara dari 
sumber bergerak 

o. Pencegahan Penanggulangan dan Pemuiihan Kualitaas Lingkungan 
akibat suatu usahalkagitan yang menimbuikan pencemaran udara dari 
su mber tidak bergerak 

p. Pencegahan Penanggulangan dan Pemuiihan Kuaiiias Lingkungan 
aki bat limbah in du stri yang men imbui kan pen cemaran air dan tan ah. 

q. Pencegahan Penangguiangan dan Pemuiihan Kuajitas Lingkungan 
akibat limbah domistik dan perkoiaan yang menimbuikan pencemaran 
air dan tan ah. 

r. Pencegahan Penanggulangan dan Pemuiihan Kualitas Lingkungan 
akibat limbah pertanian dan perkebunan yang menimbuikan 
pencemaran air dan tan ah. 

s. Pencegahan Penanggulangan dan Pemuiihan Kualitas Lingkungan 
akibat usaha/kegiatan yang menimbuikan pencemaran pesisir 

t. Pencegahan Penanggulangan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan 
u. akibat usaha/kegiatan yang menimbuikan pencemaran iaut dan sungai 

Pencegahan Penanggulangan dan Pemuiihan Kualitas Lingkungan 
akibat usahalkegiatan yang menimbuikan pencemaran pelabuhan dan 
kota pantai 

v. Pemantauan dan evaluasi kualrtas iingkungan alam buatan dan sosial 
w. Pemantauan dan evaluasi kualitas lingkungan dikawasan perkotaan 

dan pedesaan 



x. Pemantauan dan evaluasi kuaiitas lingkungan dikawasan otorita, 
pel abuh an, i ndustri, perkebu nan, pertambangan, kehutanan, pariwi sata, 
dan kawasan lain yang sejenis 

y Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan 
penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan akibat 
kebakaran hutan. 

aa. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan 
penggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan akibat kerusakan 
lahan. 

bb. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan 
penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan pada kawasan 
lindung 

cc. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan 
penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan akibat suatu 
usaha/kegiatan yang menimbulkan pencemaran udara dari sumber 
bergerak 

dd. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan 
penangguiangan dan pemulihan kerusakan lingkungan akibat suatu 
usaha/kegiatan yang menimbulkan pencemaran udara dari sumber 
ti dak bergerak 

ee. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan 
penanggulangan dan pemulihan kerusakan iingkungan akibat limbah 
industri yang menimbulkan pencemaran air dan tan ah. 

ff. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan 
penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan akibat domistik 
dan perkotaan yang menimbulkan pencemaran air dan tanah. 

gg Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan 
penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan akibat limbah 
pertanian dan perkebunan yang menimbulkan pencemaran air dan 
tan ah. 

hh. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan 
penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan akibat 
usaha/kegiatan yang menimbulkan pencemaran pesisir 

ii. Pefaksanaan pengeloiaan kawasan lindung dan kawasan konservasi 
baik di darat maupun laut. 

jj Rehabilitasi lahan pemulihan lahan kawasan lindung dan kawasan 
konservasi baik di darat maupun wilayah laut. 

kk. Pengawasan penerapan hukum lingkungan hidup 
II. Pengembangan SDM pengeloiaan lingkungan hidup 
mm. Pemberdayaan dunia usaha dan masyarakat dalam pengeloiaan 

lingkungan hidup 

7. Bidang Penanaman Modal: 

a. Promosi potensi Penanaman Modal Daerah. 
b. Pengendal ian kegi atan investasi. 
c. Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal. 
d. Pembinaan Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat. 
e. Pembinaan dan pelaksanaan bantuan pembangunan, produksi dan 

pemasaran usaha ekonomi keluarga dan masyarakat 



f. Pengembangan/pengawasan dan pengendalian BUMD. 
g Pengendalian dan Pengawasan Usaha Ekonomi masyarakat skala 

kecil dan menengah (Pengelolaan dan Pengawasan Pasar) 
h. Penzinan dan Rekomendasi pembangunan pasar milik swasta, mini 

market dan lainnya 
I. Penzinan Usaha dan Pengendalian serta pengawasan pasar swasta, 

mini market, 
j, Pembinaan para pedagang di lokasi pasar Pemerintah maupun 

Swasta 

8. Bidang Perkoperasian: 

a Penataan pengesahan Akte Pendirian Koperasi 
b. Penetapan pembubaran Koperasi/mencabut Akte/badan Hukum 

Koperasi. 
c. Penetapan pengembangan pembanguan Koperasi dan Pengusaha 

Kecil Menengah 
d. Pembinaan/bimbingan teknis Koperasi, Pengusaha Kecil Menengah 

sertafasilitas pembiayaan simpan pinjam 
e. Fasilitasi kerjasama antara Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah 

dengan pihak swasta, BUMD dan BUMN. 
f. Penetapan klasifikasi Koperasi 
g Faslitasi pengembangan jarinan usaha Koperasi, Pengusaha Kecil 

dan Menengah 
h. Monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan Koperasi, 

Pengusaha Kecii dan Menengah 

9. Bidang Ketenagakerjaan: 

a Pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja 
b. Pelatihan tenaga kerja dan pemagangan 
c. Pengelolaan Balai Latihan Kerja 
d. Pembinaan hubungan industrial dan syarat-syarat kerja 
e. Pembinaan dan pengawasan tenaga kerja 
f. Bimbingan lembaga kerjasama BIPARTIT dan TRIPARTIT. 
g Penyel esai an persli si han h ubun gan in du stri dan pemutusan h ubun gan 

kerja 
h. Pen gawasa n p el aksan aan pe run dan g-u n d an gan di bid an g 

keten agakerjaan. 
i Penyidikan terhadap pelangggaran Undang-Undang 

Ketemagakerjaan. 
j Perizinan (Penyimpangan Waktu Kerja dan Waktu istirahat/Lembur, 

lzin Kerja Wanita pada maiam hari, pemakaian pesawat uap, 
pemakaian pesawat tenaga dan produksi, pesawat angkat angkut, 
penangkal petir, instalasi listrik di tempat kerja, pemakaian pestisida) 

k. Penetapan retribusi keselamatan dan kesehatan kerja 
I. Pen eta pan dan penyei esaian j ami nan kecelakaan kerj a 
m. Penyusunan rencana dan program ketenagakerjaan 
n. Pemberian izin kerja tenaga kerja asinglpendatang 
o. Pemberian izin u sah a Jasa Tenaga Kerja I ndon esi a 
p Pemeberian izin Lembaga Latihan Swasta. 



q Pemberi an izin Pen gerahan tenaga kerja antar daerah. 
r. Pemberian izin dan pengawasan T JTKM. 

10. Bidang Pertanahan: 

a. Pelaksanaan -pengukuran kerangka dasar Kadastral Orde 3 dan 
Orde4. 

b. Pelaksan aan penguku ran semua j en is perm oh onan hak atas tan ah. 
c. Pemberian Hak atas T anah untuk semua jenis permohonan Hak atas 

Tanah tanpa dibatasi luas tanah yang dimohon, 
d. Pengawasan dan pembinaan Sertifikasi PPAT dan surveyor berlisensi. 
e. Kewenangan pembatalan surat Keputusan pemberian Hak atas Tanah 

dan Sertifikat Hak atas T anah. 
f. Pembinaan Tenaga Teknis/Fungisonal Pertanahan. 
g Peiaksanaan pengukuran baias administrasi Wilayah Kabupaten, 

Kecamatan dan Desa/Keiurahan. 
h. Perencanaan Tata Guna Tanah dan Tata Ruang Kabupaten 
i. Pen gawasan dan pei aksan aan Tata Gun a Tan ah dan Tata Ru an g 

serta pengendalian perubahan dan pemanfaatan tanah berdasarkan 
kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah. 

j Penetapan persyaratan lzin Lokasi. 
k. Pemberian lzin Lokasi. 
I. Pedoman pengelolaan Tanah Hak Ulayat sepanjang kenyataannya 

masih ada. 
m. Pemberian izin per al ih an/pemin dah an Hak atas T anah. n. Pemberian 

lzin Perubahan Penggunaan Tanah. 
o. Penanganan maslah-masalah pertanahan 
p Penetapan pedoman dan peiaksanaan penyiuhan / sosialisasi 

pertanahan 
q Melaksanakan kegiatan Landreform, menentukan obyek Landreform 

redistribusi dan konsolidasi tanah. 
r. Pen daftaran Tan ah u ntu k pertama kali penegasan hak atas tan ah. 
s. Melaksanakan pembukuan hak. 
t Penerbitan Sertifikat, Sertifikat Pengganti karena rusak atau hilang 
u. Pendaftaran Sertifikat Hak Milik satuan Rumah Su sun atas nama 

Pengembang 
v. Penerbitan pemecahan/pemisah dan penggabungan Sertifikat 
w. Pendaftaran Sertifikat Hak Tanggungan, Pencatatan Royal Hak 

Tan ggu ngan, Srta Jamin an/Pengarn puan, Perwal ian. 
x. Pendaftaran hapusnya/pelapasan Hak. 
y Pendaftaran Ganti Nama. 
z. Pemberian I zin memperoleh Doku men. 

aa. Pendaftaran peralihan Hak atas Tan ah. 
bb. Perubahan/pemberian Hak milik pada rumah Saderhana/Rumah 

sangat Sederhana. 
cc. Pemberian Hak Gun a Ban gun an atau Hak Pakai diatas Hak Milik 

berdasarkan Akta Pejabat Pern bu at Akta Tan ah. 
dd. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum. 



11. Bidang Perindustrian dan Perdagangan • 

a. Sub Sektor perindustrian • 

1) Penyu sun an program pembin aan dan pen gem ban gan In dustri 
(keci I dan menengah) 

2) Pemberian lzin I ndustri dan lzin Kawasan lndustri. 
3) Pengawasan dan Pengendalian lndustri. 
4) Promosi I nvestasi In dustri. 
5) Bimbingan teknoiogi peningkatan disain mutu dan diversifikasi 

produksi, di sertifikasi perdagan gan dan pengawasan mutu. 
6) Pendataan sarana, usaha dan produk I ndustri. 
7) Pembinaan kemitraan industri kecil dengan pengusaha 

men en gah, besar dan sektor ekonomi Iain nya. 
8) Pembinaan terhadap informasi/data industri. 

b. Sub Seki or Perdagangan. 

1) Penyusunan program pengembangan perdagangan 
2) Promosi dan pemasaran melalui pemeran dagang dan 

penerbitan/brosur serta profi! komoditi. 
3) Pembinaan kepada Organisasi Perdagangan 
4) Pengawasan persaingan usaha. 
5) Pen erbitan I zi n Gudan g 
6) Penerbitan SIUP dan TDP. 
7) Tera dan Tera Ulang alat UTTP (Ukur, Timbang, Takar dan Panjang) 
8) Pengawasan penggunaan alat UTTP. 
9) Pembinaan terhadap pengelolaan pasar, pembangunan pasar percontohan 

dan penyediaan tempat usaha bagi pedagang informal. 
10) Penyusunan Kemetrologian 
11) Pengawasan mutu barang 
12) Pengamatan terhadap barang dan jasa. 
13) Pembin aan terh adap pen gadaan dan penyalu ran bah an kebutuh an 

pokok/penting masyarakat 

12, Bidang Penataan Ruang • 

a. Penyusunan Rencana Umum Tata Ruanga Kota (RUTRK) 
b. Penyusunan Rencna Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) 
c. Penyusunan Rencana Teknis Kota (RTK) 
d. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Hidup 

(RTBLH) 
e. Penyusunan Rencana Tata RuangWilayah (RTRW) Kabupaten 
f. Pengedalian pemanfaatan ruang Kabupaten 

13. Bidang Pemukiman: 

a. Pengatu ran, pembin aan dan pengendal ian pemban gun an 
perumahan beserta sarana dan prasarana dasar lingkungan 
perumahan. 

b. Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan sarana dan 
prasaran a dasar I in gku ngan peru mah an. 



c. Pengatu ran dan pen gawasan terh adap pembangu nan, 
pemeliharaan dan pemanfaatan bangunan gedung 

d. Pembangunan, pemeliharan dan pengelolaan bangunan pelayanan 
umum. 

e. Pembangunan dan pengawasan terhadap usaha pencegahan dan 
penanggulangan kebakaran dan pemeliharaannya 

f. Penyu sun an ren can a dan program pemban gun an serta 
pen gem ban gan peru mah an dan pemu kiman secara terpadu, 
terutama program pembangunan rumah sedrhana, rumah sewa dan 
rum ah su sun. 

g Penataan, pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan untu 
mencegah terjadinya kawasan kumuh dan melakukan peremajaan 
lingkungan 

h. Pengaturan dan pengelolaan proses penyerahan prasarana dan 
sarana lingkungan serta fasilitas umum yang dibangun oleh 
perusahaan pembangunan perumahan 

i. Pengaturan, pembinaan dan pengendalian pembangunan sarana 
dan prasarana dasar lingkungan pemukiman (air bersih, air limbah, 
drainase dan persampahan) 

j Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan sarana dan 
prasaran a dasar lingkungan pemukiman (air bersih, air I imbah, 
drain ase dan persampah an) 

14. Bidang Penerangan • 

a Pembenan lzin Peredaran Film dan Rekaman Video Komersil. 
b. Pemberian izin Penyelenggaraan Penyiaran 
c. Pemberian lzin Rental Video VCD, DD, DVD. 
d. Pemberian Rekomendasi Pendirian Station Radio. 
e. Penerbitan/Pengawasan Peredaran Film dan Rekaman Video 

Komersil. 
f. Hubungan Masyarakat 
g Pelayanan lnformasi melalui Pusat Penerangan Masyarakat 
h. Kebijakan menyelenggarakan penerbitan dan pembuatan 

dokumentasi Kebijakan menyelenggarakan penerbitan dan 
pembuatan dokumentasi. 

15. Bidang Kesatuan Bangsa dan Periindungan Masyarakat 
(Poiitik Dalam Negeri): 

a. Pembinaan terhadap kegiatan dibidang sosial poiitik 
b. Pengamanan 
c. Pengarahan dan pengendalian pertahanan Sipil. 
d. Pen gaturan/pen gar ah an an ggota pertahan an sipil. 
e. Pengendalian dan penilaian anggota pertahanan sipil. 
f. Pembinaan hubungan antar lembaga 
g Pembinaan ketentraman dan ketertiban. 
h. Pembinaan Kesatuan Bangsa 



16. Bidang Pengembangan Otonomi Daerah: 

a. Penyusunan strategi dan kebijakan Daerah. 
b. Penyusunan rencana pembangunan dibidang prasrana fisik dan 

sosial budaya 
c. Penyusunan rencana dan pelaksanaan upaya pemberdayaan 

masyarakat 
d. Penyusu nan rencana dan pengelol aan promosi daerah. 
e. Pemekaran/Pengembangan kecamatan dan Desa/keiuarahan. 
f. Pemberian izin pemanfaatan ruang dan sumber daya. 
g Rekruitment dan penempatan potensiai Daerah. 
h. Pengembangan Sumber Daya Manusia/Diklat 
i. Pembentukan dan pengelolaan Sadan Usaha Milik Daerah 

Kabupaten dan Desa. 
j Pengelolaan kawasan Perkotaan dan pelaksanaan kewenangan 

Daerah Kabupaten di Kawasan Otoria! dan sejenisnya. 
k. Penggalian dan penempatan sumber pendapatan Daerah. 
I. Penyusnan rencana pengembangan dan pengelolaan Obyek 

Wisata. 
m. Penyusunan rencana dan pengendalian kemitraan. 

17. Bidang Kepariwisataan: 

a. Promosi potensi kepariwisataan 
b. Perizinan Hotel Melati. 
c. Perizinan Usaha Restoran/Rumah Makan. 
d. Perizinan Usaha Hiburan Umum/Rekreasi. 
e. Perizinan Usaha Ketangkasan Elektronik. 
f. Perizinan Usaha Pembangunan Villa/Rumah Wisata. 
g Perizin an Us aha Jasa Biro Perj alanan (Travel), 
h. Perizinan Usaha Biro Bilyard 
i. Perizinan Usaha Diskotik 
j Perizinan Usaha Kakaroke. 
k. Penetapan Tarif Retribusi ObyekWisata 
I. Penyelenggaraan dan Penetapan kerjsama pembangunan/ 

pengemban gan kepariwi sataan den gan pih ak ketiga. 
m. Perencan aan, pen gen dal ian pemban gu nan pengel ol aan obyek dan 

day a tank Kepariwisataan. 
n. Klasifikasi dan us aha pariwisata meliputi usah a Hotel 

Bintang I - Ill, Hotel Melati I -111, Restoran Kelas Talam dan Talam 
Perak, Rumah Makan kelas A- C, dan pramuwisata khusus, umum, 
madya dan muda serta rekreasi dan hiburan kelas Adan B. 

18. Bidang Sosial: 

a. Penyuluhan dan bimbingan sosia!. 
b. Pembinaan Organisasi sosial. 
c. Perencanaan, pen gen dal ian dan pen gawasan pemban gun an 

bidang kesejahteraan sosial. 
d. Penyelenggaran u sah a kesejahteraan sosial. 
e. Bimbingan organisasi sosial kemasyarakatan dan bantuan sosial. 
f. Pelayanan Rehabilitasi Sosial. 



g Perizinan sumbangan pengumpulan uang atau barang dan 
pengawasan Undian oieh Sadan HukumNayasan 

h. Pen angguiangan bencana dan penyelen ggaraan Satlak 
penanggulangan bencana. 

i. Penyelenggaraan sistem informasi kesejahteraan sosial. 
j Pengawasan dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan dan Tempat 

Pemakaman Umum. 

19. Bidang Pertambangan dan Energi • 

a. Pengelolaan Perizinan Pertambangan 
b. Pengawasan dalam bidang pertambangan 
c. Penelitian dan pengembangan 
d. Pemanfaatan kekayaan alam. 
e. Pelatihan dan Bimbingan 

20. Bidang Kehutanan dan Perkebunan • 

a. Sub Sektor Kehutanan • 

1) Pengesahan Rencana Pemenuhan Bahan Baku lndustri \ 
(RPBI )untuk Kapasitas terpasang 6.000 M3 kebawah. 

2) Pen an ggu I an gan bencan a keh utanan. 
3) Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan peraturan 

Perundang.Undangan dalam bidang kehutanan. 
4) Penyel en ggaraan penyusu nan ren can a kehutan an 

Kabu paten/kota. 
5) Penyelenggaraan inventarisasi Hutan • 

- Pad a tingkat unit Pen gelolaan hutan produ ksi dan hutan 
lindung 

- Dal am rangka peru bah an status dan fu ngsi h utan. 
- Dal am rangka penataan kawasan hut an. 

6) Penyelenggaraan perlindungan pengamanan hutan, taman 
buru, kawasan suaka alam dan areal perkebunan 

7) Penyelenggaraan pemberian izin penggunaan kawasan hutan untuk 
pembangunan dilu ar sektor kehutanan dengan luas kurang dan 
10000 Ha. 
8) Pemberian lzin Usaha Pemanfaatan Kayu Milik/Rakyat 
9) Penyelenggaraan Tata Usaha Kayu Milik/Rakyat 
1 0)Penyelenggaraan penataan kawasan hutan tingkat 

kabupaten ,meliputi kegiatan penetapan fungsi dan penggunaan 
kawasan hutan. 

11) Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan, lahan areal 
perkebunan 

12) Penyelenggaraan tata usaha hasil hutan kayu dan non kayu 
13) Penyelenggaraan pungutan iuran izin usaha pemanfaatan hutan, 
provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, dan dana jamin an kinerja 
dan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung dengan luas kurang 
dan 10.000 Ha. 



14) Penyel en ggaraan pemberian izin u sah a pemanfaatan kawasan, 
izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin pemungutan 
h asi I h utan bu kan kayu pad a h utan I in dung serta u sah a 
perkebunan dengan luas kurang dari 10.000 Ha. 

15) Penyelenggaraan pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, 
izin usaha pemanfaatan jasa Singkungan, izin usaha 
pemanfaatan hasii hutan kayu, izin pemungutan hasii hutan 
bukan kayu pada pemanfaatan hutan produksi dengan luas 
kurang dari 10.000 Ha. 

16) Pemberian lzin Hak Pemungutan Hasil Hutan dalam skala 
tertentu (100 Ha) 

17) Pengelolaan hutan rakyat/hutan milil4rakyat 
18) Penyuluhan kehutanan. 
19) Pengelolaan hasil hutan non kayu 
20) Pengawasan dan peredaran hasil hutan. 
21) Evaluasi dan pengendalian 
22) Pengawasan dan pengujian/pengukuran hasii hutan. 
23) Pen ghijauan dan Konservasi Tan ah. 
24) Pengawasan Sistem Eksploitasi Hutan. 
25) Pengelolaan Periebahan. 
26) lzin Pemanfaatan Kayu (IPK) dibawah fuas 1.000 Ha. 
27) Pengelolaan rehabilitasi kawasan pantai dan Waduk, Dan au 

dan sekitar mata air (Kawasan Hu tan Li ndun g) 
28) Pengelolaan hutan lindung 
29) Pembinaan pengelolaan hasil hutan non kayu 
30). Pengawasa perburuan tradisional satwa liar yang tidak 

dili ndu ngi pada areal buru. 
31) Penyeienggaraan pelatihan keterampilan masyarakat dibidang 

kehutanan. 
32) Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pengusahaan hutan. 

b. Sub Sektor Perkebunan. 
1) Pen guj ian dan pen era pan teknoiogi anj u ran 
2) ldentifikasi sumber daya lahan dan areal. 
3) Pemberian rekomendasi/izin Usaha Penangkar Benih Skala 

Kecil (UPBSK) 
4) Pengadaan benih unggul dan benih unggul lokal. 
5) Pengadaan alat dan mesin perkebunan serta rekomendasi 

penggunaannya 
6) Pemberian rekomendasi/izin usaha perkebunan 
7) Operasionalisasi pola-pola pengembangan perkebunan 

s erta evalu asi/pengawasan pelaksan aan perizin an 
bidang perkebunan 

8) Penyelenggaraan kegiatan intensrfikasi, ekstensifikasi, 
rehabil itasi dan diversifi kasi. 

9) Bimbingan operasional pengolahan dan pemasaran 
10) Bimbi ngan operasiona ! pen gadaan, peredaran, pen ggun aan dan 

pemusnahan sarana produksi. 
11) Bimbingan dan pelaksanaan pengendalian OPT. 



12) I ndentifikasi kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja 
13) Pen gu mpulan, pengoiah an dan peiaporan data stati stik 

perkebunan 
14) Pengembangan SDM petani perkebunan 
15) Penumbuh kembangan kelembagaan ekonomi petani 
16) Penyusunan rencana operasional pengembangan perkebunan 

21. Bidang Perimbangan Keuangan: 

a Otorisasi Pendapatan Daer ah. 
b. Ordonator Pendapatan Daeah. 
c. Pengelolaan dan Pemungutan 
d Kewenangan, Kebendaharawan Penerima, 
e. Penyeienggaraan APBD. 
f. Pelaksanaan Belanja Daerah (Otorisasi/Ordonator dan 

Keben daharawan). 
g Pembukuan dan Verifikasi 
h. Pengurusan kas Daerah. 
i Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 
j Pungutah Bea Balik Nam a kendaraan Bermotor (BBNKB) 

22. Bidang Perikanan dan Kelautan • 

a Penataan dan pengelolaan perairan umum, wilayah pesisir dan 
perairan laut 1 -4.mil. 

b. Ekplorasi, Eksplotasi, Konservasi, Pengeiolaan Lingkungan Perairan 
umum, pantai dan Laut 1 - 4 mil. 

c. Konservasi dan pengelolaan plasma nutfah spesifik serta sumber 
perikanan dalam perairan Saut 1-4 mil. 

d. Pemberian perizinan pembudidayaan dan penangkapan ikan pada 
perairan umum, pantai dan laut 1-4 mil. 

e. Penataan penetapan kawasan ekosistem/jaiur hijau wilayah pesisir, 
kawasan pertambakan 

f. Pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan dan wilayah paeriaran 
umum/perairan pantai dan perairan laut 1-4 mil. ' 

g Penetapan standar dan pedoman pembibitan/pembenihan ikan air 
tawardan air payau, pen gei ol aan h asii dan penyu iu h an 

h. Penetapan standar dan perlindungan sumber daya alarn termasuk 
perairan umum maupun payau dan perairan laut 1-4 mil. 

i. Penetapan kriteria untuk penentuan lahan perikanan dalam rangka 
penyempu rn aan tata ru an g 

j Penetapan perlindungan/pelestarian sumber daya ikan dan suaka 
perikanan 

k Penanggulangan/pemberantasan hama dan penyakit ikan. 
I. Pengembangan dan peningkatan SDM dibidang perikanan 

23. Bidang Perundang-Undangan: 

a Perumusan dan Penyusunan serta penetapan Prociuk Hukum Daerah. 
b. Pelayanan dan pemberian bantuan hukum. 
c. Penyelenggaraan Jaringan dokumentasi dan informasi Hukum. 
d. Evaluasi dan Pengkajian produk Hukum Daer ah. 
e. Pengesahan Peraturan Daerah. 



f. Mempublikasikan Prociuk Hukum Daerah. 
g Penyelenggaraan penyuluhan hukum di Daerah. 
h. Penegakan Hukum Daerah. 

24. Bidang Kependudukan: 

a. Penyelenggaraan pencatatan dan penerbrtan Akta Catatan Sipi I 
b. Penetapan biaya pelayanan Akta Catatan Sipil 
c. Pengadaan Balnko Akta Catatan Sipil, KTP dan kartu Kaluarga 
d. Administrasi Kependudukan 
e. Penyusunan dan penilaian program kependudukan 

25. Bidang Pemberdayaan Perempuan : 

a. Pelakasanaan Gerakan KB Nasional di Daerah. 
b. Evaluasi program berkala bulanan, triwulan, semester dan tahunan. 
c. Penyelen ggaraan bid an g pen data an kelu arga setiap tahu n. 
d. Pelaksanaan kegiatan operasional program 
e. Pembinaan Keluarga Berencana Lintas Sektoral 
f. Pengaturan pelaksanaan KB Mandiri bagi Keluarga mampu 
g Penyeienggaraan pembinaan memberdayakan perempuan 
h. Penyelengaraan Komunikasi bagi perempuan 
I Pembinaan dan Perlindungan bagi Organisasi Perempuan 
j Pengawasan Pelaksanaan Operasiona! 

26. Bidang Perencanaan: 
a. Penyusu nan Pola Dasar Pembangu nan Daerah, Program 

Pembangunan Daerah dan Program Tahunan Pembangunan 
b. Pelaksanaan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan 

Pembangunan Daerah. 
c. Penyusunan Rencana APBD. 
d. Pengalokasian Dana Pembangunan sesuai kebijaksanaan 

pembangunan yang teiah digariskan dalam POLDAS PROPEDA dan 
kebijaksanaan I ai nnya 

e. Pengendalian, monitoring, evaluasi dan penilaian terhadap 
pelaksanaan pembangunan Daerah. 

f. Penyusunan Rencana Operasional Pembangunan Daerah. 
g Penyusu nan Data Statisti k Pembangu nan. 
h. Pen el iti an untu k pren can aan pemban gun an Daerah. 

27. Bidang Pemberdayaan Masyarakat: 

a. Peningkatan usaha ekonomi masyarakat dan pembinaan peningkatan 
pen dapatan pen gah asi Ian Desa/Kelu rahan. 

b. Penyusunan program peningkatan peranan, motivasi dan kelembagaan 
masyarakat serta pengembangan SDM. 

c. Pemberdayaan dan pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan. 
d. Pembinaan dan pengelolaan sarana dan prasarana desa. 
e. Pemanfaatan dan pemasyarakatan serta pembinaan program 

T ekn ologi T epat Gu na (TT G). 
f. Pemantapan dan pembinaan sosial budaya masyarakat 
g Peningkatan dan pembinaan Ketahanan Masyarakat Desa. 
h. Pemanfaatan Sumber Daya Alam berbasisi komunitas. 



28. Bidang Pengawasan: 

a. Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan. 
b. Penetapan Obyek Pemeriksaan pada Lingkungan Pemerintah Daerah. 
c. Penetapan rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan 
d. Penetapan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan berdasarkan 

program kerja pengawasan tahunan, non PKPT dan pemeriksaan 
khusus. 

e. Penetapan Tim Pemeriksa baik dalam pemeriksaan reguler maupun 
pemeriksaan khusus. 

f. Pemeriksaan RAPSD sebelum diajukan kepada Sadan Legislate 
g Penetapan Kiasifikasi penyeiesaian tin dak lanjut atas hasil pemeriksaan 

Sadan Pengawas Daerah sebagai Aparat Pemeriksa Fungsional 
Pemerintah di Daerah. 

29. Bi dang Pemuda dan Olah Raga: 

a. Pembinaan Kesiswaan, 
b. Pembinaan Kepemudaan 
c. Pembinaan Keolahragaan 
d. Pembinaan Kepramukaan 
e. Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Generasi Muda. 

BAB Ill 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 3 

Dalam perkembangan pelaksanaan pemerintahan di Daerah terdapat 
kewenangan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sedangkan 
kewenangan tersebut nyata.nyata menjadi kewenangan Daerah, maka akan 
diadakan perubahan seperlunya. 

BABIV 
KElENTUAN PENUTUP 

Pasal 3 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dan 
ditetapkan lebih lanjut oleh Supati sepanjang mengenai pelaksanaannya 



Pasal4 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku padatanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. 

Diundangkan di Kuala Kapuas 
Pada tanggal, 15 September 2000. 

SEl<REI'ARIS DAERAH KABUPATEN KAl?UAS 

cap dtt 

Drs. TOEKIYO A.A. Msc 
Pembina Tingkat i 
NIP 530 000 898 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS 
TAHUN2000 NOMOR29 SERI D. 

Disahkan di Kuala Kapuas Pada 
tanggal 15 September 2000 

BUPATI KAPUAS 

Capdtt 

BURHAl\l.JD1 N ALI 


